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A. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan Anggaran Pada Satker Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022 ditinjau dari aspek Tujuan dan Standar yang
jelas, Sumber daya, Komunikasi antar Organisasi, Karakteristik Organisasi, Lingkungan
Politik, Sosial, dan Ekonomi, serta Disposisi bahwa kebijakan tersebut belum optimal dalam

pelaksanaannya karena masih terdapat kendala pada setiap aspeknya diantaranya:

1. Tujuan dan Standar yang jelas
Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
5/Pb/2022 telah mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018
tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, namun
belum terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran,
mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan
kementerian. Peran pimpinan dan auditor internal dalam melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan secara berkala mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan
kebenaran data yang disampaikan dalam rangka pemenuhan indikator penilaian
IKPA. Dengan demikian, IKPA dapat menjadi bahan masukan atas kebijakan yang
diambil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan alokasi
dana, distribusi maupun regulasi terkait keuangan negara agar lebih tepat guna dan

tepat sasaran dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Sumber daya
Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

5/Pb/2022 sudah cukup dari segi jumlah anggaran dan jumlah pengelola keuangan.



Namun, para pengelola keuangan sebagian besar tidak mengetahui ketentuan dan
formulasi setiap indikator penilaian IKPA. Maka dari itu diperlukan monitoring dan

evaluasi berkala oleh bagian Sekretariat Kementerian secara menyeluruh dengan

memantau setiap indikator penilaian IKPA.



3. Komunikasi antar Organisasi
Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
5/Pb/2022 sudah konsisten sesuai dengan ketentuan baik dari segi substansi dan
waktu pelaporannya. Kegiatan rapat rutin dengan agenda membahas indikator
penilaian IKPA masih perlu dilakukan.

4. Karakteristik Organisasi
Indikator Penilaian IKPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dikoordinasikan pada bagian Sekretariat, karena memiliki fungsi melakukan
koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. Namun, Biro Umum
dan Biro Perencanaan kurang baik dalam koordinasi pemenuhan indikator penilaian
IKPA. Maka perlu disusun SK TIM Kerja yang menangani IKPA untuk
memperjelas lagi pembagian tugas dan satu sistem kerja yang terintegrasi.

5. Lingkungan Politik, Sosial, dan Ekonomi
Pejabat dan pengelola keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
rutin melakukan diskusi dengan pegawai KPPN terkait implementasi Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022. Para pegawai
Kementerian Koordinator Bidang Pereckonomian hanya sebagian saja yang
mengetahui tujuan dan substansi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per-5/Pb/2022. Sosialisasi tentang Implementasi Kebijakan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2022 perlu diadakan untuk
meningkatkan literasi pegawai.

6. Disposisi
Belum ada penolakan oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terhadap implementasi Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor Per- 5/Pb/2022 karena Para pegawai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian belum familiar dengan peraturan tersebut. Sosialisasi tentang
Implementasi Kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

Per-5/Pb/2022 perlu dilakukan.



B. Saran

Rekomendasi dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penilaian Pelaksanaan
Anggaran Pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2022,

adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan peran pimpinan dan auditor internal dalam mengevaluasi setiap
indikator penilaian IKPA hingga ke implementor kebijakan;

b. Mengadakan Bimbingan Teknis kepada pengelola keuangan agar tujuan
implementasi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5
/Pb/2022 yaitu memperlancar pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas,
dan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian;

c. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin dengan
mengacu pada delapan indikator penilaian IKPA. Dengan melakukan identifikasi
kegiatan-kegiatan atau belanja yang berpotensi dapat di akselerasi dan
dilaksanakan pada awal tahun, terutama kegiatan yang terkait dengan operasional
perkantoran seperti perjalanan dinas, honorarium, serta pengadaan yang bersifat
langsung;

d. Menyusun SK TIM Kerja beserta aturan pelaksanaan atau SOP turunan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5 /Pb/2022.

e. Menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai acuan pengeluaran anggaran sehingga
diharapkan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan besaran dan waktu
pencairan dananya serta output yang ditargetkan relevan dan realistis.

f. Menyosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5
/Pb/2022 kepada seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

sebagai langkah mendukung strategi peningkatan capaian nilai IKPA.

Penelitian ini hanya mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta pada aspek lingkungan politik tidak
melakukan penggalian informasi yang mendalam kepada pegawai KPPN Jakarta II. Oleh
karena itu masih perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam untuk menentukan faktor
lainnya yang dapat mempengaruhi evaluasi pelaksanaan anggaran APBN. Pada penelitian
selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain seperti pengaruh pemberian
insentif anggaran terhadap capaian penilaian indikator IKPA dan melakukan penggalian
informasi yang mendalam terhadap aspek lingkungan politik khususnya kepada pegawai

KPPN Jakarta II.
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